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The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the effect of
government accounting standards application and internal control system on the
quality of financial statement and its implications on the performance accountability of
the regency government of Klaten. The population in this study are all of working units
(SKPD) in the regency government of Klaten. The sampling technique using purposive
sampling method and obtained sample of 59 respondents. The variable of this study using
three variable : independent variables, intervening variables and dependent variabels.
For the dependent variable (y) from this study is performance accountability.
For the intervening variable (z) from this study is quality of financial statement. For the
independent variable (x) include : goverment accounting standards (x1) and internal
control system (x2). The method used is quantitative research method. For the
method of data analysis using PLS models (Partial Least Squares). As for the data
processing using SmartPLS 3.0.
The results showed of variables that have been studied independent
variables, intervening variables and dependent variables, that test results of
research using analysis PLS models is (1) government accounting standards
application affects the quality of the financial statements, but does not directly influence
the performance accountability, (2) internal control system directly affect the quality of
the financial statements and performance accountability, (3) quality of the financial
statements directly affect the performance accountability.
Keywords : government accounting standards, internal control system, quality of the
financial statements, performance accountability
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti-bukti empiris
tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem
pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya
terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Klaten. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
pemerintah kabupaten Klaten. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode
purposive sampling dan diperoleh sampel penelitian 59 responden. Variabel
penelitian ini menggunakan tiga variabel : variabel independen, variabel
intervening, dan variabel dependen.
Untuk variabel dependen (y) dari penelitian ini adalah akuntabilitas
kinerja. Untuk variabel intervening (z) dari penelitian ini adalah kualitas laporan
keuangan. Untuk variabel independen (x) meliputi : standar akuntansi pemerintah
dan sistem pengendalian internal. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kuantitatif. Untuk metode analisis data dengan menggunakan
model PLS (Partial Least Squares). Sedangkan untuk olah data dengan
menggunakan program SmartPLS 3.0.
Hasil penelitian menunjukkan dari variabel-variabel yang telah diteliti
antara variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen, bahwa
hasil uji penelitian menggunakan model analisis PLS diperoleh (1) penerapan
standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap kualitas
laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas
kinerja, (2) sistem pengendalian internal berpengaruh secara langsung terhadap
kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja, (3) kualitas laporan keuangan
berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja.
Kata kunci : standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kualitas
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin
pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah
Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap
negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing
Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian
Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otomi daerah (Azlim.,
2012).
Salah satu strategi yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah
mewujudkan suatu iklim kepemerintahan yang baik (good governance).
Kepemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling
berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketiga pilar tersebut adalah transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas (Pamungkas, 2012).
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu
kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance
(Santoso, 2008). Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga
berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi,
perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan
iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja
2instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah.
Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari kualitas laporan
keuangan yang disajikan. Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh
pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai
dasar pengambilan keputusan (Ningtyas, 2015). Adapun komponen yang
disampaikan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam PP No. 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan
keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu:
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Buruknya kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa kinerja
pemerintah tersebut juga buruk, yang dibuktikan dengan diperolehnya opini
disclaimer di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indoneisa
(Udiyanti, et.al., 2014). Opini disclaimer diberikan terhadap laporan keuangan
karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengalami kesulitan dalam
menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat
penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat
opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan
Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP)
3(Roviyanti, 2012). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat
dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut
disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.
Menurut hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2015 dari pemeriksaan
504 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 251 (49,80%) LKPD, termasuk
LKPD Provinsi Kalimantan Utara yang baru kali pertama menyusun Laporan
Keuangan, opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD,
dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD. Data perkembangan opini atas
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) sampai dengan semester 1 tahun 2015, dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.1
Data Perkembangan Opini Pemeriksaan BPK
Terhadap LKPD sampai dengan Semester I Tahun 2015
Tahun Provinsi/Kabupaten/Kota JumlahWTP WDP TW TMP
2010 34 343 26 119 522
2011 67 349 8 100 524
2012 120 319 6 79 524
2013 156 311 11 46 524
2014
(semester I) 251 230 4 19 504
Sumber : IHPS I BPK RI, 2015
Kondisi di atas menunjukkan adanya perkembangan perolehan opini WTP
dari LKPD. Meskipun mengalami peningkatan, namun capaian LKPD ini di
bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014.
4Adapun perkembangan capaian opini laporan keuangan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.2
Capaian Opini LKPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Opini JumlahWTP WDP TMP
2010 2 33 1 36
2011 8 28 0 36
2012 11 25 0 36
2013 11 25 0 36
2014 12 24 0 36
Sumber : LKjIP Jawa Tengah, 2015
Kondisi di atas menunjukkan bahwa masih sedikitnya instansi pemerintah
di Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Hal
ini menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD
belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah. Hal tersebut tidak lain karena opini
merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 UU
No. 15 tahun 2004).
Salah satu bentuk konkrit dari pemerintah Indonesia untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan
dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan
5amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) (Nugraheni, 2008).
SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Nugraheni, 2008).
Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum
dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
Standar akuntansi pemerintah diperlukan agar laporan keuangan yang
dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan dan adanya kesamaan persepsi dan
pemahaman antar penyaji laporan kuangan, pengguna laporan keuangan maupun
pengawas laporan keuangan (Santoso, 2008). Penyusunan laporan keuangan yang
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan
kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para
pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak
terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui
penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat
memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Selain itu penerapan sistem
pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas,
dan dapat mencegah kerugian negara (Udiyanti, 2014).
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Sistem Pengendalian Intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat
(4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala Organisasi Perangkat
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan
bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan
telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Herawati,
2014).
Penelitian Sari (2013) menunjukkan bahwa hasil evaluasi atas sistem
pengendalian intern yang dilakukan oleh BPK RI mengungkapkan kasus-kasus
kelemahan pengendalian intern yang dikelompokkan sebagai kelemahan sistem
pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur
pengendalian intern.
Berdasarkan hasil pemerikasaan BPK RI atas 504 LKPD tahun 2014
mengungkapkan 5.978 permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada
pemeritah daerah. Adapun perincian dan permasalahan SPI dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
7Tabel 1.3
Permasalahan Utama SPI pada Pemerintah Daerah
Permasalahan Utama Jumlah Entitas
Proses penyusunan laporan tidak sesuai
dengan ketentuan
927 405
Pencatatan tidak/ belum dilakukan atau
tidak akurat
871 406
Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang teknis tertentu
atau ketentuan intern organisasi yang
diperiksa tentang pendapatan dan belanja
770 357
Perencanaan kegiatan tidak memadai 692 375
Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak
tepat atau belum dilakukan berakibat
hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan
486 288
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan
tidak memadai
310 207
Kelemahan SPI lainnya 1922 484
Sumber : IHPS I BPK RI, 2015
Atas berbagai kelemahan tersebut, maka untuk mencapai pengelolaan
keuangan negara/ daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kepala
pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintah. Pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).
SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, kendala laporan keuangan, pengamanan aset negara dan
ketaatan terhadap undang-undang (Kartika, 2013).
Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Dalam
penelitian Pamungkas (2012) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor
publik, penerapan pengawasan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh
8terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu penelitian yang
dilakukan Penelitian yang dilakukaan Nugraeni (2015) menunjukkan bahwa
penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan serta kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah daerah.
Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas,
serta beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menguji pengaruh
penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem pengendalian
intenal terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
1.2 Identifikasi masalah
Dari latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat diidentifikasi
adalah:
1. Masih banyaknya LKPD di Indonesia yang belum memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian jauh dari target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan
opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014
2. Buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah karena tidak berpedoman
pada standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang
3. Banyaknya permasalahan SPI yang ditemukan oleh BPK dalam LKPD di
Indonesia
91.3 Batasan Masalah
Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang
dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian
sebagai berikut:
Penelitian ini hanya meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi
pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada
pemerintah Kabupaten Klaten.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah
penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah?
3. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap
kualitas laporan keuangan?
4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan
keuangan?
5. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah?
6. Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintah bepengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui kualitas laporan keuangan?
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7. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal bepengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui kualitas laporan keuangan?
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap
kualitas laporan keuangan
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas
laporan keuangan
3. Untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
4. Untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
6. Untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah bepengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui kualitas laporan keuangan
7. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal bepengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui kualitas laporan keuangan
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1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat dapat menyumbang dan memperkaya
khasanah keilmuan ataupun menambah wawasan akademis bagi seluruh
mahasiswa sebagai bahan masukan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan
untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya
mewujudkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian
internal untuk peningkatan kualitas laporan keuangan yang baik guna
mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.
1.7 Jadwal Penelitian
(Terlampir)
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk memperoleh gambaran yang untuh atas penelitian ini, maka
penulisannya dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, jadwal penelitian, tujuan dan
manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
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Bab ini menguraikan kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu
yang relevan, kerangka berfikir, dan pengembangan hipotesis.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan waktu dan wilayah penelitian, jenis
penelitian, populasi,sampel, teknik pengambilan sampel, data dan
sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian,
definisi operasional variabel dan teknik analisis data.
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan gambaran secara umum penelitian,
pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan analisis data
(pembuktian hipotesis).
BAB V : PENUTUP





Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu
organisasi (Mahsun, 2011: 56). Penelitian yang dilakukan Darwanis (2013)
menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja
masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang
bagi suatu proses yang berkelanjutan.
Nordiawan (2010: 86) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai proses
sistematis untuk menilai apakah program yang dilaksanakan dan keberhasilan
yang dicapai sudah sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Pengukuran kinerja
bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan
memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi
tuntutan akuntabilitas (Nordiawan, 2010: 88). Pengukuran kinerja akan
memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan
untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 2006: 104).
Dalam penelitian Santoso (2008), ada beberapa indikator kinerja yang
perlu diperhatikan untuk memberi gambaran tingkat pencapaian suatu sasaran atau
tanggung jawab yang telah ditetapkan antara lain indikator masukan (input),
indikator keluaran (output), indikator hasil (outcomes), indikator manfaat (benefit)
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dan indikator dampak (impacts). Suatu kegiatan dikatakan efisien jika
pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan
menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal (Hamzah,
2008).
Mardiasmo (2002: 121) mendefinisikan sistem pengukuran kinerja sektor
publik sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik
menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan
manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.
Suatu indikator kunci dari pelayanan yang disediakan oleh agen sektor
publik perlu memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Tabel 2.1 menyajikan secara
ringkas kriteria-kriteria yang hendaknya dimiliki oleh suatu indikator kinerja
sektor publik.
Tabel 2.1
Kriteria Indikator Kinerja Sektor Publik
Relevan Adanya hubungan yang logis dan jelas dengan objek
Dapat dikuantifikasi Penggunaan angka-angka untuk menjelaskan suatu fenomena
Dapat diverifikasi Ahli atau auditor dapat menilai secara independen dan
objektif atas suatu indikator tertentu
Akuntabilitas Adanya orang atau kelompok yang memegang tanggung
jawab atas kinerja yang dicapai




Kinerja yang baik seharusnya diharagi dan menjadi alat
koreksi jika terjadi sebaliknya
Sumber : Nolan (2001) dalam Harun (2009)
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2.1.2. Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa
yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan
dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut
pertanggungjawabannya sebagai kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil
pada pelayanan publik (Riantiarno, 2011). Akuntabilitas publik adalah kewajiban
pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan tanggungjawabnya kepada
pihak pemberi amanah (principal) (Mardiasmo, 2002: 20).
Penelitian Pamungkas (2012) menyatakan bahwa sistem akuntabilitas
kinerja merupakan salah satu implementasi strategi dalam penegakan
kepemerintahan yang baik (good governance). Riantiarno (2011) mendefinisikan
akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.
Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dalam penelitian Riantiarno
(2011) dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban
secara periodik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu
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upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (Pamungkas, 2012).
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik
terdiri atas beberapa dimensi. Mardiasmo (2002: 21) menyebutkan bahwa dimensi
tersebut adalah :
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan
terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain
yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi
akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang
minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat
maupun  daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
DPR/DPRD dan masyarakat luas.
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2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan
Kamus Besar Akuntansi (2000: 418) mendefinisikan laporan keuangan
sebagai laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi
perusahaan pada periode tertentu. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP
No. 24 Tahun 2005) laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan untuk satu penode pelaporan.
Laporan keuangan dikatakan berkualitas dan berguna dalam pengambilan
keputusan tercermin dari karakteristik kualitatif laporan keuangan yang memenuhi
kualitas antara (Azlim, 2012). Dalam kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010
disebutkan terdapat 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu :
1. Dapat Dipahami
Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan
dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian
penggunanya. Dalam konteks ini, para pihak pengguna sendiri dituntut untuk
memiliki tingkat pengetahuan tertentu mengenai akuntansi dan informasi
keuangan yang dikandungnya. Dengan demikian sama sekali tidak berarti bahwa
informasi akuntansi harus dapat dimengerti oleh setiap orang.
2. Relevan
Penyajian informasi keuangan harus berpautan dengan tujuan
pemanfaatannya. Informasi yang tidak berpautan dengan pemanfaatannya adalah
tidak relevan dan tidak ada gunanya. Berhubung laporan keuangan disusun untuk
memenuhi kepentingan pihak-pihak yang yang memiliki rupa-rupa tujuan, maka
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upaya penyajian informasi yang relevan lebih difokuskan kepada kepentingan
umum pengguna. Informasi yang relevan, yaitu :
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasi mereka di masa lalu.
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi
yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam
laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam
penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
3. Andal
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari  pengertian yang
menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai
penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara
wajar diharapkan dapat disajikan. Jujur artinya informasi harus menggambarkan
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dengan jujur transaksi atau peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.
Disamping itu tidak memihak atau netral yang artinya harus diarahkan pada
kebutuhan umum dan tidak bergantung pada kebutuhan pihak tertentu. Informasi
yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:
a. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
disajikan.
b. Dapat diverifikasi (verifiability)
Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya
tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tetentu.
4. Dapat Diperbandingkan
Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi
akuntansi periode sebelumnya pada unit kerja atau organisasi yang sama ataupun
dengan unit kerja atau organisasi yang sejenis lainnya pada periode waktu yang
sama. Agar bisa diperbandingkan, maka pemerintah harus konsisten dalam
menerapkan prinsip akuntansi dari tahun ke tahun. Namun demikian tidak
membatasi pemerintah untuk mengubah metode akuntansi yang selama ini
20
digunakan, bila ada metode akuntansi yang lebih baik maka pemerintah bisa saja
merubahnya.
Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu
entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan (Santoso, 2008).
Bastian (2006:247) mendefinisikan laporan keuangan sektor publik sebagai
representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas sektor publik dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja, dan arus kas. Laporan keuangan sektor publik berguna bagi
sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk
mencapai tujuan.
Laporan keuangan sektor publik merupakan alat akuntabilitas utama
pemerintah kepada wakil rakyat di parlemen atau lembaga-lembaga negara lain
yang berkepentingan serta masyarakat umum (Harun, 2009: 53). Terdapat
beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dengan laporan
keuangan sektor swasta. Tabel 2.2 menyajikan ringkasan perbedaan-perbedaan
antara laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta.
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Tabel 2.2
Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Dunia Usaha Swasta
Organisasi Pemerintah Organisasi Swasta
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negara-negara yang lebih







Sumber: Henley et al., 1999 dalam Harun 2009
2.1.4. Standar Akuntansi Pemerintah
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mempunyai
kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah di Indonesia (Bastian, 2006: 134). Azlim (2012) mengungkapkan
bahwa SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun
daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan,
efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.
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Dalam penelitian Udiyanti (2014), menyatakan bahwa penerapan standar
akuntansi pemerintahan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas
informasi laporan keuangan pemerintah sehingga akan mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti
standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum merupakan
salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara (Bastian, 2006: 133).
Standar akuntansi pemerintahan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
pada tahun 2005 sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
pemerintah. Standar tersebut secara operasional didukung oleh Undang-Undang
No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
mengenai Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
sebagai payung hukum agar standar tersebut menjadi patokan yang mewajibkan
semua instansi pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Harun,
2009: 145).
Santoso (2008) menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan
diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat
diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji
laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan
keuangan. Selain itu standar akuntansi pemerintahaan bermanfaat untuk
pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas
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bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan
membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Dalam dunia internasional standar akuntansi sektor publik disebut dengan
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang disusun oleh
Federasi Akuntan Internasional (International Federation of Accounting/ IFAC)
(Nordiawan, 2007: 119). IPSAS meliputi serangkaian standar yang dikembangkan
untuk basis akrual (accrual basis) dengan cakupan meliputi organisasi sektor
publik, termasuk juga lembaga pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah
regional (provinsi), pemerintah daerah (kabupaten/ kota), maupun komponen-
komponen kerjanya (dinas-dinas) (Nordiawan, 2009:120).
Nordiawan (2007: 123) menyebutkan bahwa Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan,
yaitu:
1. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP 03 : Laporan Aliran Kas
4. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 : Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan
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11. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
2.1.5. Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah
daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan
perundang-undangan (Ariesta, 2013). Udiyanti (2014) menjelaskan bahwa sistem
pengendalian internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus di gencarkan
pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan.
Penelitian Aziz (2015) menyatakan bahwa pengendalian internal yang
tepat dan sistematis akan membantu menumbuhkan kepercayaan di antara para
pemangku kepentingan dan kepercayaan di masyarakat umum. Selain itu
penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh
efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian negara.
Penelitian Udiyanti (2014) menunjukkan dengan diterapkannya sistem
pengendalian internal pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas
yang jelas, tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam
penyusunan laporan keuangan sehingga mampu meminimalisir tindakan-tindakan
kurang etis dari pegawai pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan
keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pengendalian internal yaitu
menyajikan data yang dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi operasional,
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mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang ada, melindungi harta milik
perusahaan, memeriksa kecermatan dan kehandalan data akuntansi, meningkatkan
efisiensi usaha, mendorong ditaatinya kebijakan yang telah digariskan, dan
meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2.1.6. Konsep Variabel dalam Pandangan Islam
1. Akuntabilitas Kinerja
Prinsip pertanggungjawaban (accountability) dalam Islam merupakan
konsep yang selalu berkaitan dengan amanah. Banyak ayat Al-Qur’an yang
menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah
di muka bumi. Seperti dalam firman Allah Q.S. An-Nisaa’ ayat 58 :
              
                

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.
Menurut Kholmi (2012: 65), secara filosofi akuntabilitas adalah amanah
(dapat dipercaya). Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin
karena jika tidak memiliki sifat tersebut, maka akan membawa kerusakan
masyarakat atau bangsa dan negara. Sebagaimana digambarkan dalam Hadits
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Bukhari meriwayatkan dengan sanad dari Abi Hurairah r.a., Bukhari menjelaskan
bahwa Rasulullah SAW, bersabda:
Jika amanat telah disia-siakan maka tunggulah masa kehancuran.”
Ditanyakan, “Wahai Rasulullah SAW, bagaimana penyia-nyiaan itu?”
Rasulullah SAW bersabda, “Jika suatu tugas diberikan kepada yang bukan
ahlinya maka tunggulah masa kehancurannya”.
2. Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas laporan keuangan tidak terlepas dari empat karakteristik kualitatif
pokok laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat
diperbandingkan. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bagaimana kita dalam
membuat catatan atas suatu transaksi yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:
                   
                 
            
              
           
                 
               
             
                  
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                   
                 
            
  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau
Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ayat diatas menjelaskan agar catatan transaksi harus dapat dipahami orang
yang berhutang (debitur), jika tidak dapat memahami dianjurkan untuk
menunjukan orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang bagus terhadap
keuangan. Selain itu dalam mencatat transaksi haruslah dengan benar agar laporan
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yang dihasilkan relevan, dan tidak ada konsep tidak material dalam transaksi
utang-piutang, baik kecil maupun besar haruslah tercatat dan diselesaikan sesuai
jadwalnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang menjadi
pedoman bagi pemerintah dalam menyusun suatu laporan keuangan. Tanpa
adanya pedoman maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan berkualitas
dan tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Di dalam Islam dilarang
melakukan suatu hal tanpa adanya pengetahuan maupun landasan hukum
tentangnya. Seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-Israa ayat 36:
            
    
Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
4. Sistem Pengendalian Internal
Dari segi bahasa, pengendalian memiliki padanan kata bahasa inggris
Control. Control berarti suatu proses atau upaya mengendalikan atau
mengarahkan aktivitas obyek, organisasi, atau sistem untuk mencapai suatu
tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan,
mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang penting untuk
mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) serta melindungi sumber daya
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organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti
reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang) (Biyah, 2011).
Pengendalian (control) merupakan salah satu fungsi manajemen. Ilmu
manajemen diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih secara efisien
dan efektif. Banyak dalam ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang pentingnya
manajemen. Di dalam Islam, fungsi pengendalian terungkap dalam Q.S. Ash-
Shaff ayat 3:
       
Artinya : Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan
apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
Dalam menyusun suatu program harus ada control di dalamnya dengan
tujuan agar sesorang yang melakukan pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya
diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang tidak diacuhkan. Oleh karena itu
pengendalian terbaik adalah pengendalian yang dibangun dari dalam diri orang
yang diawasi dan dari sistem pengendalian yang baik sebagaimana yang tertuang
dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8:
                
                 
      
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
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adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan
Untuk melakukan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan
oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang
sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan
penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian :
Tabel 2.3
Penelitian yang Relevan

















































































































































































































































































































































































Sumber : Penelitian diolah, 2016
2.3. Kerangka Berfikir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh standar akuntansi
pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi yaitu
kualitas laporan keuangan. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang







1. Pengaruh Sstandar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Penerapan standar akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi
peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian
informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran
(Pamungkas, 2012).
Beberapa penelitian terkait penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh Pamungkas (2012) serta
Santoso (2008). Dalam penelitian Pamungkas (2012) menunjukkan adanya
pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Hal ini mengandung makna bahwa bilamana peraturan perundang-
undangan yang berkualitas diterapkan maka akan meningkatkan akuntabilitas
















H1 : penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Sistem pengendalian internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus
digencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena
sistem pengendalian internal mampu membentuk struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan
dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah (Udiyanti, 2014).
Penelitian terdahulu tentang penerapan sistem pengendalian internal yang
dilakukan oleh Pamungkas (2012) menunjukkan bahwa pengendalian internal
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti
diterapkannya pengendalian internal secara memadai akan meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari uraian di atas maka hipotesis
penelitian ini adalah:
H2 : sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan
PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam PP tersebut dijelaskan bahwa
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dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan
untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi
manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu
diterapkannya SAP. Penerapan SAP yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban
pelaopran pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas
laporan keuangan yang dihasilkan (Azlim, 2012).
Beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan standar akuntansi
pemerintahan dilakukan oleh Azlim (2012) dan Udiyanti (2014). Penelitian Azlim
(2012) menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian Udiyanti (2014) juga
menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif
terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat
penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka akan semakin tinggi kualitas
laporan keuangan pemerintah. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini
adalah:
H3 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan
4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak
terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui
penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat
memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (Udiyanti, 2014).
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Penelitian mengenai sistem pengendalian internal salah satunya dilakukan
oleh Aziz (2015) yang mengungkapkan bahwa pengendalian internal yang tepat
dan sistematis dapat membantu menumbuhkan kepercayaan di antara pemangku
kepentingan dan masyarakat umum. Penelitian lain dilakukan oleh Udiyanti
(2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin
tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal, maka akan semakin tinggi
kualitas laporan keuangan pemerintah. Dari uraian di atas maka hipotesis
penelitian ini adalah:
H4 : sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan
5. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Suatu laporan keuangan akan berkualitas bilamana laporan keuangan tersebut
dapat  diaudit  dan  hasil  auditnya menunjukkan kesesuaian dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kualitas laporan keuangan yang dapat
dan telah diaudit akan dapat meningkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (Pamungkas, 2012).
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Pamungkas (2012) yang menunjukkan
bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh langsung terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas
laporan keuangan pemerintah maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja
pemerintah tersebut. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:
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H5 : kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
6. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Melalui Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian yang terdiri dari variabel
dependen, variabel independen, dan variabel intervening, maka perlu adanya
pengujian tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik
secara langsung maupun melalui variabel mediasi.
Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas
pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian
informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan
keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.
(Nugraeni, 2015).
Beberapa penelitian terkait penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh Pamungkas (2012) serta
Nugraeni (2015). Dalam penelitian Pamungkas (2012) menunjukkan adanya
pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Sedangkan dalam penelitian Nugraeni (2015) menunjukkan bahwa
standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja melalui
kualitas laporan keuangan. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini
adalah:
H6 : standar akuntansi pemerintah bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah melalui kualitas laporan keuangan
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7. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Melalui Kualitas Laporan Keuangan
Sistem pengendalian internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus
digencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena
sistem pengendalian internal mampu membentuk struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan
dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah (Udiyanti, 2014).
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kartika (2013) yang menunjukkan bahwa
sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja melalui
mediasi kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem
pengendalian internal yang diterapkan dengan baik akan meningkatkan kualitas
laporan keuangan sehingga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini
adalah:
H7 : sistem pengendalian internal bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah melalui kualitas laporan keuangan
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2016 sampai dengan Oktober
2016. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah lingkup pemerintahan
Kabupaten Klaten yang terdiri dari 58 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
3.2. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif
menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel
3.3.1. Populasi
Menurut Sugiyono (2012: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh
pegawai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Klaten yang terdiri
dari 58 SKPD.
3.3.2. Sampel
Sampel menurut Sugiyono (2012: 62) merupakan bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel yang baik adalah sampel
yang dapat mewakili karakteristik populasinya yang ditunjukkan oleh tingkat
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akurasi dan presisinya. Tingkat akurasi menunjukkan sejauh mana sampel yang
diambil itu terpengaruh oleh sifat bias peneliti. Sedangkan tingkat presisi
ditentukan oleh besarnya standard eror untuk rata-rata sampel.
Cara menentukan sampel dalam penelitian menurut Sugiyono (2009: 133)
yaitu:
1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai 500
2. Jika sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota sampel tiap kategori
minimal 30 orang.
3. Jika dalam penelitian akan menggunakan analisis dengan multivariate
(korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10
kali dari jumlah variabel yang diteliti.
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan menggunakan
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel
masing-masing antara 10 sampai 20 orang.
Karena penelitian ini adalah penelitian kausalitas, maka peneliti
menggunkan sampel minimal 30 – 100 sampel. Sampel dalam penelitian ini
adalah pegawai bagian keuangan di SKPD Kabupaten Klaten.
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel (sampling) adalah cara peneliti mengambil
sampel atau contoh representatif dari populasi yang tersedia. Dalam penelitian ini
teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling
dengan menggunakan metode purposive sampling yakni metode penentuan
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sampel dengan menggunakan kriteria tertentu (Indriantoro, 2002: 168). Penelitian
ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang termasuk instansi teksnis
pemerintah daerah Kabupaten Klaten
2. Merupakan pegawai staf bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Klaten
Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas maka diperoleh 31 SKPD




1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
2 Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
3 Badan Lingkungan Hidup (BLH)
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)














19 Kantor Ketahanan Pangan
20 Kantor PP dan KB
21 Kantor PM dan PT













Sumber : Bappeda Klaten, Juni 2016
3.4. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber
asli (tidak melalui perantara) (Indriantoro, 2002: 147). Data primer dalam
penelitian ini diperoleh peneliti secara langsung dengan menyebarkan kuesioner
kepada pegawai bagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
kabupaten Klaten.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan
menggunakan metode survei kuesioner, yaitu metode pengumpulan data primer
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden-responden secara
tertulis (Jogiyanto, 2008: 3). Skala pengukuran yang digunakan untuk kuesioner
tersebut adalah skala likert. Kuesioner ditujukan pada pimpinan, bagian akuntansi
dan keuangan tiap SKPD.
3.6. Variabel Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran, definisi operasional atas variabel-




Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor,
antecedent, dalam bahasa Indonessia sering disebut juga variabel bebas, variabel
bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbuhnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2012: 64).
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintah
dan Sistem Pengendalian Internal.
3.6.2. Variabel Dependen
Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria,
konsekuen, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,
karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:64). Variabel dependen dalam
penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3.6.3. Variabel Intervening (Mediasi)
Variabel intervening adalah tipe variabel-variabel yang mempengaruhi
hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen
menjadi hubungan yang tidak langsung (Indriantoro, 2002: 66). Variabel
intervening dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan.
3.7. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel
yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan
oleh peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan bagi
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Lanjutan Tabel 3.2
peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama
atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik (Indriantoro,
2002: 69). Variabel bebas terdiri dari penerapan standar akuntansi pemerintah
(X1), sistem pengendalian internal (X2) dan variabel terikat yaitu akuntabilitas





































adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus





kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-
undangan.








4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan





Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini, digunakan
skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert,
maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian
indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item
instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Untuk keperluan
analisis kuantitatif, maka jawaban-jawaban atas pernyataan tersebut kemudian
diberi skor.
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(Inpres Nomor 7 Tahun 1999)
Dimensi akuntabilitas publik:









Pemberian Skor Jawaban untuk Setiap Pertanyaan







Setelah data diperoleh dari lapangan maka akan dilakukan pengolahan
data. Tahap-tahap yang dilakukan pada pengolahan data adalah mengumpulkan
data dan memeriksa kelengkapan kuesioner yang telah diisi, melakukan tabulasi
dari hasil kuesioner, dan melakukan analisis data dengan menggunakan analisis
statistik untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis.
3.9. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data
dari seluruh responden terkumpul. Menurut Sugiyono (2012: 142) kegiatan dalam
analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis
responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden,
menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk
menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis
yang telah diajukan.
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan metode Partial Least
Square (PLS). PLS adalah metode penyelesaian structural equation modeling
(SEM) yang dalam hal ini (sesuai tujuan penelitian) lebih tepat dibandingkan
dengan teknik-teknik SEM lainnya seperti AMOS dan LISREL. Model PLS dapat
48
digunakan pada saat dasar teori perancangan model lemah dan indikator variabel
tidak normal. Lebih lanjut Ghozali (2006) menyatakan PLS dapat digunakan
dengan jumlah sampel yang tidak besar dan dapat diterapkan pada semua skala
data.
Pemilihan metode PLS didasarkan pada pertimbangan bahan dalam
penelitian ini terdapat dua variabel laten yang dibentuk dengan indikator
formative dan bukan reflektif. Model refleksif mengasumsikan bahwa konstruk
atau variabel laten mempengaruhi indikator, dimana arah hubungan kausalitas dari
konstruk le indikator atau manifest (Ghozali, 2008). Lebih lanjut Ghozali (2008)
menyatakan bahwa model formatif mengasumsikan bahwa indikator-indikator
mempengaruhi konstruk, dimana arah hubungan kausalis dari indikator ke
konstruk.
Adapun alasan penggunaan PLS dalam penelitian ini, adalah sebagai
berikut (Ghozali, 2008: 5):
1. PLS merupakan metode umum untuk mengestimasi path model yang
menggunakan variabel laten dengan multiple indicator.
2. PLS merupakan metode analisis yang dapat diterapkan pada semua skala
data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampelnya tidak harus
besar. Besarnya sampel direkomendasikan berkisar dari 30 s/d 100 kasus.
3. PLS merupakan metode analisis untuk causal-predictive analysis dalam
situasi kompleksitas yang tinggi dan dukungan teori yang rendah.
4. PLS menangani model reflektif dan formatif, bahkan konstruk dengan item
(indikator) tunggal. Konstruk reflektif mengasumsikan bahwa
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konstruk/variabel laten mempengaruhi indikator (arah hubungan kausalitas
dari konstruk ke indikator). Konstruk formatif mengasumsikan bahwa
indikator mempengaruhi konstruk/variabel laten (arah hubungan kausalitas
dari indikator ke konstruk).
Langkah-langkah analisis persamaan Partial Least Square (PLS). Analisis
ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Hubungan antar variable
Dalam penelitian ini, bentuk model indikator adalah refleksif. Menurut
Ghozali (2008:7) model refleksif mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel
laten mempengaruhi indikator (arah hubungan kausalitas dari konstruk ke
indikator atau manifest).
2. Analisis Jalur (Path Analysis) PLS
Diagram jalur merupakan suatu metode penelitian yang utamanya digunakan
untuk menguji kekuatan hubungan langsung dan tidak langsung diantara berbagai
variable (Ghozali, 2008: 65).
3. Evaluasi model PLS
Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai
sifat non-parametrik. Oleh karena itu, model evaluasi PLS dilakukan dengan
menilai outler model dan inner model. Penjelasan lebih lanjut, adalah sebagai
berikut:
a. Evaluasi Model Pengukuran (outler model)
Model pengukuran atau outer model mendefinisikan bagaimana setiap blok
indikator berhubungan dengan konstruk/variabel latennya. Perancangan model
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pengukuran menentukan sifat indikator dari masing-masing konstruk laten,
apakah refleksif atau formatif, berdasarkan definisi operasional variabel (Ghozali,
2008: 23).
Evaluasi outler model disebut pula dengan evaluasi model pengukuran
dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outler model dengan
indikator refleksif dievaluasi melalui validitas convergent dan discriminat untuk
indikator pembentuk konstruk laten, serta melalui composite reliability dan
Cronbach alpha untuk blok indikatornya (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2008: 24).
Validitas convergent berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur
(manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi.
Uji validitas convergent indikator refleksif dapat dilihat dari nilai loading
factor untuk setiap konstruk, dimana nilai loading factor yang direkomendasikan
harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory, dan nilai
loading factorantara 0,6 s/d 0,7 untuk penelitian yang bersifat explatory masih
dapat diterima, serta nilai average variance extracted (AVE) harus lebih besar
dari 0,5.
Validitas discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur
(manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan
tinggi. Cara untuk menguji validitas discriminant dengan indikator refleksif yaitu
dengan melihat nilai cross loading untuk setiap variabel harus > 0,70. Cara lain
yang dapat digunakan untuk menguji validitas discriminant adalah dengan
membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai
korelasi antar konstruk dalam model. Validitas discriminant yang baik
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ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi
antar konstruk dalam model (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2008: 25).
Adapun uji validitas convergent dan discriminant dapat dilihat pada Tabel 3.4
Tabel 3.4
Uji Validitas Convergent dan Discriminant




a. > 0,70 untuk confirmary
research
b. > 0,70 untuk exploratory
research








Cross loading > 0, 70 untuk setiap variabel
Akar kuadrat AVE dan
korelasi antar konstruk
laten
Akar kuadrat AVE > korelasi
antar konstruk laten
Sumber: Ghozali, (2008: 27)
Selain uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk menguji
reliabilitas (keakuratan) suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk
membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur
konstruk. Uji reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu composite reliability dan cronbach’s alpha. Penggunaan
cronbach’s alpha untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang
lebih rendah (under estimate) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan
composite reliability dalam menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas




Parameter Rule of Thumb
Composite
Reability
a. > 0,70 untuk confirmary research




a. > 0,70 untuk confirmary research
b. 0,60 masih dapat diterima untuk explaratory research
Sumber: Ghozali, (2008: 27)
b. Evaluasi model struktural (inner model)
Model struktural atau inner model yakni model yang menggambarkan
hubungan antar konstruk laten berdasarkan pada teori. Perancangan model
struktural hubungan antar konstruk laten didasarkan pada rumusan masalah atau
hipotesis penelitian (Ghozali, 2008: 23).
Dalam menilai model struktural dengan struktural PLS dapat dilihat dari nilai
R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari
model struktural. Perubahan nilai R-Squares digunakan untuk menjelaskan
pengaruh variabel lateneksogen tertentu terhadap variabel laten endogen, apakah
mempunyai pengaruh substantive. Nilai R-Squares 0,67; 0,33; dan 0,19 untuk
variabel laten endogen dalam model struktural menunjukkan model kuat, moderat,
dan lemah (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2008: 26). Hasil dari PLS R-Squares
mempresentasikan jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model.
Selanjutnya, evaluasi model dilakukan model dilakukan dengan melihat nilai
signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel melalui prosedur
bootstrapping. Prosedur bootstrapping adalah teknik nonparametrik dan
resampling yang bertujuan untuk menaksir standar eror dan confidence interval
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parameter populasi, seperti: mean, median, proporsi, koefisien korelasi dan
regresi, dengan tidak selalu memperhatikan asumsi distribusi. Adapun model
struktural dapat dilihat pada Tabel 3.6.
Tabel 3.6.
Evaluasi Model Struktural
Kriteria Rule of Thumb
R-Square
0,67; 0,33 dan 0,19 menunjukan model kuat,
moderat, dan lemah (Chin,1998 dalam Ghozali,
2008).
Signifikansi (two-tailed)
t-value 1,65 (signifikansi level 10%);
t-value 1,96 (signifikansi level 5%); dan
t-value 2,58 (signifikansi level 1%).
Sumber: Ghozali, (2008:28)
4. Pengujian hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik t (t-test). Dengan parameter
pengujian sebagai berikut:
a. Ho Diterima dan Ha ditolak jika T-statistik < T-tabel (1,96) atau nilai
signifikasi > p-value > 0,05 (α 5%),
b. Ha Diterima dan Ho ditolak jika T-statistik > T-tabel (1,96) atau nilai
signifikasi p-value < 0,05 (α 5%),
Apabila hasil pengujian hipotesis pada outer model signifikan, hal ini
menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai instrument
pengukur variabel laten. Sementara, bilamana hasil pengujian pada inner model
adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna
variabel laten satu terhadap variabel laten lainnya.
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Penelitian
4.1.1. Sejarah Kabupaten Klaten
Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di
provinsi Jawa Tengah. Sejarah Klaten tersebar diberbagai catatan arsip-arsip kuno
dan kolonial, arsip-arsip kuno dan manuskrip Jawa. Catatan itu seperti tertulis
dalam Serat Perjanjian Dalem Nata, Serat Ebuk Anyar, Serat Siti Dusun, Sekar
Nawala Pradata, Serat Angger Gunung, Serat Angger Sedasa dan Serat Angger
Gladag.
Dalam bundel arsip Karesidenan Surakarta menjadikan rujukan sejarah
Klaten seperti tercantum dalam Soerakarta Brieven van Buiten Posten, Brieven
van den Soesoehoenan 1784-1810, Daghregister van den Resi dentie Soerakarta
1819, Reporten 1787-1816, Rijksblad Soerakarta dan Staatblad van
Nederlandsche Indie. Babad Giyanti, Babad Bedhahipun Karaton Negari Ing
Ngayogyakarta, Babad Tanah Jawi dan Babad Sindula menjadi sumber lain untuk
menelusuri sejarah Klaten.
Baik sumber arsip kolonial, arsip kuno maupun manuskrip Jawa ternyata
saling memperkuat dan melengkapi dalam menelusuri sejarah Klaten. Cerita Kyai
dan Nyai Mlati dianggap sebagai sumber terpercaya yang diakui sebagai cikal
bakal kampung dan asal muasal nama Klaten yang konon tinggal di kampung
Sekalekan. Kedua abdi dalem Kraton Mataram ini ditugaskan oleh raja untuk
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menyerahkan bunga Melati dan buah Joho untuk menghitamkan gigi para putri
kraton (Narpawada, 1919: 1921).
Guna memenuhi kebutuhan bunga Melati untuk raja, Kyai dan Nyai Mlati
menanami sawah milik Raden Ayu Mangunkusuma, istri Raden Tumenggung
Mangunkusuma yang saat itu menjabat sebagai Bupati Polisi Klaten, yang
kemudian dipindah tugaskan istana menjadi Wakil Patih Pringgalaya di Surakarta.
Tidak ditemukan sumber sejarah tentang akhir riwayat Kyai dan Nyai Melati.
Silsilah Kyai dan Nyai Melati juga tidak diketahui. Bahkan penduduk Klaten tidak
ada yang mengakui sebagai keturunan dua sosok penting ini.
Sejarah Klaten juga dapat ditelusuri dari keberadaan Candi-candi Hindu,
Budha maupun barang-barang kuno. Asal muasal desa-desa kuno tempo dulu
menunjukan keterangan terpercaya. Desa-desa seperti Pulowatu, Gumulan,
Wedihati, Mirah-mirah maupun Upit. Peninggalan atau petilasan Ngupit bahkan
secara jelas menyebutkan pertanda tanggal yang dimaknai 8 November 66 Maeshi
oleh Raden Rakai Kayuwangi.
Berdirinya Benteng atau loji Klaten di masa pemerintahan Sunan Paku
Buwana IV mempunyai arti penting dalam sejarah Klaten. Pendirian benteng
tersebut peletakan batu pertamanya dimulai pada hari sabtu Kliwon, 12 rabiulakir,
Langkir, Alit 1731 atau sengkala RUPA MANTRI SWARANING JALAK atau
dimaknai sebagai tanggal 28 Juli 1804. Sumber sejarah ini dapat ditemukan dalam
Babad Bedhaning Ngayogyakarata dan Geger Sepehi. Catatan sejarah ini oleh
pemerintah Kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007
sebagai Hari Jadi Kabupaten Klaten yang diperingati setiap tahun.
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4.1.2. Visi dan Misi
1. Visi Pemerintah Kabupaten Klaten
Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.
Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batasbatas
wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan
dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten
Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik
kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan
kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan
damai.
c. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten
mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus
meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan
pembangunan.
d. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa Kabupaten Klaten
kedepan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan keunggulan kompetitif
sehingga mampu dan dapat bersaing di segala bidang.
2. Misi Pemerintah Kabupaten Klaten
a. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
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b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
governance).
c. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif,
kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang
berbasis potensi lokal.
d. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana
prasarana dasar sosial masyarakat.
e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang
selaras dengan tata ruang wilayah.
f. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan
berkepribadian.
g. Meningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
h. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.
i. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada  masyarakat
secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintregasikan iman, ilmu,
amal.
j. Melahirkan lulusan yang unggul, berakhlak karimah, memiliki kemandirian
dan daya saing tinggi.
k. Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai islam bagi masyarakat.
l. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan dan




Penelitian ini menggunakan angket pada umumnya menginginkan tingkat
pengembalian yang tinggi, maka kuesioner yang disebarkan langsung kepada
responden diharapkan langsung di isi oleh responden. Kendala utama yang
dihadapai peneliti ialah rendahnya respon dari responden. Oleh sebab itu
kuesioner didesain sedemikian rupa agar sederhana dan dapat dengan mudah
untuk dipahami. Kuesioner ini disebarkan kepada pegawai staff keuangan SKPD
Kabupaten Klaten pada bulan Septembern 2016 kepada 70 responden.
4.1.4. Gambaran Karakteristik Responden
Dalam penelitian ini menggunakan variabel diantaranya adalah variabel
standar akuntasnsi pemerintah, sistem pengendalian internal, kualitas laporan
keuagan dan akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Klaten. Peneliti melakukan penyebaran langsung kepada pegawai staff bagian
keuangan SKPD di Kabupaten Klaten.
Tabel 4.1
Tabel Sampel dan Tingkat Pengembalian Sampel
Jumlah kuesioner yang disebar 70
Jumlah kuesioner yang tidak kembali 13
Kuesioner yang kembali 59
Kuesioner yang digugurkan 2
Kuesioner yang digunakan 57
Tingkat pengembalian (respon rate) 81%
Tingkat pengembalian yang digunakan (usable respon rate) 81%
Sumber: Data diolah, 2016
Gambaran umum mengenai responden yang menjadi objek penelitian ini
dijelaskan dalam bentuk tabel.  Tabel 4.2 memberikan  penjelasan  secara
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menyeluruh berdasarkan komposisi yaitu jenis kelamin, usia dan tingkat
pendidikan. Adapun karateristik responden dari 59 kuesioner yang dapat diolah





 Pria 27 47,37%
 Wanita 30 52,63%
Total 57 100%
Usia responden
 < 25 tahun 2 3,50%
 25- 30 tahun 10 17,54%
 31-35 tahun 7 12,28%
 36-40 tahun 5 8,77%
 41-45 tahun 7 12,28%
 > 45 tahun 26 45,63%
Total 57 100%
Tingkat pendidikan
 SLTA 4 7,01%
 D3 - -
 S1 39 68,43%
 S2 14 24,56%
 S3 - -
Total 57 100%
Sumber : Data primer, 2016
Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa responden terbanyak dalam
penelitian ini yaitu berjenis kelamin perempuan dengan didominasi oleh
responden dengan rentang umur di atas 45. Tingkat pendidikan responden
terbanyak adalah jenjang S1.
60
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
4.1.5. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas
hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator
pengukur variabel. Analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3
Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian




SAP1 4.071 4.000 2.000 5.000 0.799
SAP2 4.232 4.000 3.000 5.000 0.567
SAP3 4.375 4.000 3.000 5.000 0.520
SAP4 4.429 4.000 4.000 5.000 0.495
SAP5 4.258 4.000 3.000 5.000 0.551




SPI1 4.304 4.000 2.000 5.000 0.705
SPI2 4.089 4.000 3.000 5.000 0.606
SPI3 4.375 4.000 1.000 5.000 0.696
SPI4 4.357 4.000 2.000 5.000 0.610




KL1 4.500 5.000 3.000 5.000 0.567
KL2 4.393 4.000 3.000 5.000 0.557
KL3 4.089 4.000 2.000 5.000 0.762
KL4 4.429 4.000 4.000 5.000 0.495
KL5 4.196 4.000 2.000 5.000 0.639
KL6 4.286 4.000 3.000 5.000 0.582
Akuntabilitas
Kinerja
AK1 4.464 5.000 2.000 5.000 0.706
AK2 4.464 5.000 3.000 5.000 0.626
AK3 4.446 4.000 4.000 5.000 0.497
AK4 4.375 4.000 3.000 5.000 0.614
AK5 4.161 4.000 1.000 5.000 0.751
Berdasarkan data sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.3. Variabel
standar akuntansi pemerintah (SAP) menunjukkan bahwa kisaran jawab
responden mulai dari 2 sampai dengan 5 dengan nilai rata-rata kisaran 4,071
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sampai dengan 4,429 sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum responden
menyatakan setuju penerapan standar akuntansi pemerintah digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan.
Variabel sistem pengendalian internal (SPI) menunjukkan bahwa kisaran
jawab responden mulai dari 1 sampai dengan 5 dengan nilai rata-rata kisaran
4,089 sampai dengan 4,375 sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum
responden menyatakan setuju sistem pengendalian internal harus diterapkan
dalam setiap SKPD.
Variabel kualitas laporan keuangn (KL) menunjukkan bahwa kisaran
jawab responden mulai dari 2 sampai dengan 5 dengan nilai rata-rata kisaran
4,089 sampai dengan 4,429 sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum
responden menyatakan setuju bahwa laporan keuangan harus disajikan sesuai
dengan karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan.
Variabel akuntabilitas kinerja (AK) menunjukkan bahwa kisaran jawab
responden mulai dari 1 sampai dengan 5 dengan nilai rata-rata kisaran 4,161
sampai dengan 4,464 sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum responden
menyatakan setuju bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah diperlukan dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik.
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data
Analisis Partial Least Square (PLS) adalah teknik statistika multivariate
yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dengan
variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metode statistika SEM
berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model
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pengukuran sekaligus pengujian model stuktural (Jogiyanto, 2009 :98). Model
pngukuran digunakan untuk uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan model
struktural digunakan untuk pengujian hipotesis dengan model prediksi. Tahap-
tahap tersebut adalah sebagai berikut :
4.2.1. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)
Outer Model sering juga disebut outer relation atau measurement model
yakni model pengukuran bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan
variabel latennya. Terdapat  tiga  kriteria  di  dalam  penggunaan  teknik  analisis
data  dengan SmartPLS untuk menilai outer model, yaitu convergent validity,
discriminant validity dan composite reliability.
1. Convergent validity
Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator
dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang diestimasi
dengan Software PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika
berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun, menurut Chin,
1998 (dalam Ghozali, 2015) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala
pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam
penelitian ini akan digunakan batas loading factor sebesar 0,50.
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Gambar 4.1
Model Pengukuran (Outer Model) I
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2016
Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS pada gambar
menunjukkan convergent validity dari masing-masing indikator konstruk.
Berdasarkan kriteria-kriteria di atas indikator-indikator yang nilai loadingnya
kurang dari 0,50 harus dihilangkan dari analisis. Terdapat dua indikator yang
dihilangkan dari konstruk. Yang pertama adalah indikator standar akuntansi
pemerintah 1 (SAP1) untuk konstruk standar akuntansi pemerintah dengan nilai
loading 0,378 dan yang kedua adalah indikator sistem pengendalian internal 3
(SIP3) untuk konstruk sistem pengendalian internal dengan nilai loading 0,409.
Langkah berikutnya adalah mengeksekusi kembali setelah beberapa indikator
yang loading factor di bawah 0,50 dibuang.
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Berikut ini adalah hasil estimasi setelah indikator SAP1 dan SPI3
dieliminasi:
Gambar 4.2
Model Pengukuran (Outer Model) II
Berdasarkan gambar di atas nampak bahwa semua loading factor
nilainya di atas 0,50, hal ini dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai
convergent validity yang baik.
2. Discriminant Validity
Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep
dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai
discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading dari pada konstruks yang
dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang





AK KL SAP SPI
AK1 0,888 0,402 0,340 0,516
AK2 0,847 0,252 0,250 0,351
AK3 0,834 0,335 0,209 0,252
AK4 0,755 0,465 0,327 0,307
AK5 0,655 0,263 0,117 0,107
KL1 0,400 0,570 0,458 0,480
KL2 0,332 0,838 0,537 0,280
KL3 0,269 0,729 0,284 0,387
KL4 0,392 0,638 0,306 0,383
KL5 0,256 0,660 0,370 0,282
KL6 0,352 0,777 0,220 0,330
SAP1 -0,130 0,084 0,378 0,108
SAP2 0,200 0,412 0,735 0,399
SAP3 0,363 0,370 0,771 0,414
SAP4 0,279 0,372 0,838 0,562
SAP5 0,274 0,512 0,845 0,480
SAP6 0,347 0,488 0,770 0,542
SPI1 0,467 0,309 0,379 0,731
SPI2 0,124 0,414 0,444 0,589
SPI3 0,163 0,322 0,188 0,409
SPI4 0,327 0,348 0,611 0,847
SPI5 0,379 0,353 0,356 0,805
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2016
Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa beberapa nilai loading factor untuk
setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai loading factor
dari konstruks yang dituju lebih besar dibanding nilai loading konstruks yang lain
jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap
variabel laten memiliki discriminant validity yang baik karena nilai korelasi
indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator
dengan  konstruk lainnya.
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3. Composite Reliability
Pengujian untuk mengevaluasi outer model adalah untuk menguji
reliabilitas konstruk variabel laten yang diukur dengan Composite reliability dari
blok indikator yang mengukur konstruk. Dalam penelitian ini metode uji
reliabilitas yang digunakan adalah Composite reliability karena lebih baik dalam
mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk (Jogiyanto, 2009: 132).
Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya di atas 0,70.
Meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima pada studi eksplorasi. Pada tabel 4.5






Akuntabilitas Kinerja 0,838 0,70 Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan 0,846 0,70 Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah 0,879 0,70 Reliabel
Sistem Pengendalian Internal 0,795 0,70 Reliabel
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2016
Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan  nilai composite reliability di atas
0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki
reliabilitas yang baik.
4.2.2. Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Pengujian model struktural atau inner model dilakukan untuk melihat
nilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari
model struktural. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan
pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen apakah
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mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai R-Square 0,67, 0,33 dan 0,19 dapat
disimpulkan bahwa model kuat, moderat/cukup dan lemah (Hair et al. 2011
dalam Ghozali 2008).
Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-Square untuk






Kualitas Laporan Keuangan 0,389
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2016
Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan 2 buah variabel yang
dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel kualitas laporan keuangan (KL)
yang dipengaruhi oleh standar akuntasi pemerintah (SAP) dan sistem
pengendalian internal (SPI), sementara variabel akuntabilitas kinerja (AK) yang
dipengaruhi oleh standar akuntasi pemerintah (SAP), sistem pengendalian internal
(SPI) dan kualitas laporan keuangan (KL) sebagai variable intervening.
Tabel 4.6 menunjukkan nilai R-Square untuk variabel akuntabilitas kinerja
(AK) sebesar 0,472. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja
(AK) dapat dijelaskan oleh standar akuntasi pemerintah (SAP), sistem
pengendalian internal (SPI) dan kualitas laporan keuangan (KL) sebagai variable
intervening sebesar 47,2%. Sedangkan 52,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar
yang diteliti. Dan untuk kualitas laporan keuangan (KL) diperoleh sebesar 0,389,
Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan (KL)
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dipengaruhi oleh standar akuntasi pemerintah (SAP) dan sistem pengendalian
internal (SPI) sebesar 38,9%. Sedangkan 61,1 dijelaskan oleh variabel lain di luar
yang diteliti.
Gambar 4.3
Model Struktural (Inner Model)
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2016
Model struktural (inner model) dilakukan untuk memprediksi  hubungan
kausal antar variabel atau pengujian hipotesis. Dalam PLS untuk menunjukkan
tingkat signifikasi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien path atau inner
model yang ditunjukkan oleh nilai T-statistik, harus diatas 1,96 untuk hipotesis
dua ekor (two-tailed) dan diatas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) untuk
pengujian hipotesis pada alpha 5 persen (Jogiyanto, 2009: 63). Tabel 4.7
















KL -> AK 0,423 0,420 0,158 2,676 0,008
SAP -> AK 0,129 0,158 0,188 0,739 0,460
SAP -> KL 0,320 0,311 0,146 2,188 0,029
SPI -> AK 0,610 0,575 0,206 2,976 0,003
SPI -> KL 0,374 0,401 0,175 2,134 0,033
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2016
Tabel diatas dapat digunakan peneliti untuk mengukur keterdukungan
hipotesis. Pada tabel diatas terdapat kolom Original sample yakni skor beta
unstandardize yang digunakan untuk melihat sifat prediksi variabel independen
terhadap variabel dependen, positif atau negatif. Sampel mean adalah nilai rerata
sampel yang dihasilkan dari proses iterasi. Sedangkan Standar deviasi
didefinisikan sebagai standar eror.
T-statistik dan P-value merupakan parameter signifikasi efek prediksi
antar variabel laten yang diukur berdasarkan jenis hipotesis. Menurut Jogiyanto
(2009: 87) ukuran signifikasi keterdukungan hipotesisi dapat digunakan
perbandingan nilai T-Statistik dan T-Tabel dengan penjelasan sebagai berikut:
T-statistik (1,96) > T- tabel maka Hipotesis terdukung/ diterima
T-statistik (1,96) < T-tabel maka Hipotesis tidak terdukung/ditolak.
Untuk tingkat keyakinan 95 persen (alpha 5 persen) dengan penjelasan sebagai
berikut:
Alpha (0,05) > P value maka tidak berpengaruh signifikan
Alpha (0,05) < P value maka berpengaruh signifikan
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Berikut penjabaran hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS:
1. Pengujian Hipotesis 1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Terhadap Akuntabilitas Kinerja (AK)
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh standar
akuntansi pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas kinerja (AK) menunjukkan
nilai koefisien jalur sebesar 0,129 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan standar
akuntansi pemerintah sebesar 1, maka akuntabilitas kinerja akan meningkat
sebesar 0,129 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Nilai T-statistik sebesar 0,739 < T-tabel (1,96) dan P-value (0,460) >
0,05 (Hipotesis 1 ditolak). Hasil ini berarti bahwa standar akuntansi pemerintah
(SAP) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja (AK), sehingga tidak
sesuai dengan  hipotesis  pertama yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP)
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja (AK).
2. Pengujian Hipotesis 2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap
Akuntabilitas Kinerja (AK)
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh variabel
sistem pengendalian internal (SPI) terhadap akuntabilitas kinerja (AK)
menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,610, berarti bahwa setiap terjadi
peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1, maka akuntabilitas kinerja
akan meningkat sebesar 0,610 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Nilai T-statistik 2,976 > T-tabel (1,96) dan P-value 0,003 < 0,05.
(Hipotesis 2 diterima). Hasil ini berarti bahwa sistem pengendalian internal (SPI)
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (AK), yang berarti sesuai
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dengan hipotesis kedua yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Pengujian Hipotesis 3 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KL)
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh variabel
standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan (KL)
menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,320 yang berarti bahwa setiap terjadi
peningkatan standar akuntansi pemerintah sebesar 1, maka kualitas laporan
keuangan akan meningkat sebesar 0,320 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Nilai T-statistik 2,188 > T-tabel (1,96). Dan nilai P-value 0,029 < 0,05.
(Hipotesis 3 diterima). Hasil ini berarti bahwa standar akuntansi pemerintah
(SAP) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (KL)
yang berarti sesuai dengan hipotesis ketiga yaitu penerapan standar akuntansi
pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (KL).
4. Pengujian Hipotesis 4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan (KL)
Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengaruh sistem
pengendalian internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan (KL)
menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,374 yang berarti bahwa setiap terjadi
peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1, maka kualitas laporan
keuangan akan meningkat sebesar 0,374 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Nilai T-statistik 2,134 > T-tabel (1,96). Dan nilai P-value 0,033 < 0,05.
(Hipotesis 4 diterima). Hasil ini berarti bahwa sistem pengendalian internal (SPI)
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memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (KL) yang
berarti sesuai dengan hipotesis keempat yaitu sistem pengendalian internal (SPI)
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (KL).
5. Pengujian Hipotesis 5 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan (KL) Terhadap
Akuntabilitas Kinerja (AK)
Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa pengaruh variabel
kualitas laporan keuangan (KL) terhadap akuntabilitas kinerja (AK) menunjukkan
nilai koefisien jalur sebesar 0,435 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan
kualitas laporan keuangan sebesar 1, maka akuntabilitas kinerja akan naik sebesar
0,435 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Nilai T-statistik 3,095 > T-tabel (1,96). Dan nilai P-value 0,002 < 0,05
(Hipotesis 5 diterima). Hasil ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan (KL)
memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (AK) yang berarti
sesuai dengan hipotesis kelima yaitu kualitas laporan keuangan (KL) berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja (AK) instansi pemerintah.
6. Pengujian Hipotesis 6 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Terhadap Akuntabilitas Kinerja (AK) Melalui Kualitas Laporan Keuangan
(KL)
Pengujian  hipotesis  keenam untuk pengujian pengaruh langsung dan
tidak langsung variabel standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap
akuntabilitas kinerja (AK) melalui kualitas laporan keuangan (KL). Yang
dilakukan terlebih dahulu adalah mengetahui hasil pengujian terhadap pengaruh
standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan (KL),
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dilanjutkan pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas
kinerja (AK), dan kualitas laporan keuangan (KL) terhadap akuntabilitas kinerja
(AK). Hasil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.8
Perbandingan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung










SAP -> KL 0,320 KL -> AK 0,423
SAP -> KL -
> AK 0,135
Pengaruh Langsung
SAP -> AK 0,129
KL -> AK 0,423
Perbandingan pengaruh langsung dan
tidak langsung






Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, kualitas laporan keuangan
(KL) dapat menjadi perantara pengaruh variable standar akuntansi pemerintah
(SAP) terhadap akuntabilitas kinerja (AK). Temuan ini dapat dilihat dari nilai
pengaruh tidak langsung lebih besar dari pada nilai pengaruh langsung (0,135 >
0,129).
7. Pengujian Hipotesis 7 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap
Akuntabilitas Kinerja (AK) Melalui Kualitas Laporan Keuangan (KL)
Pengujian  hipotesis  keenam untuk pengujian pengaruh langsung dan
tidak langsung variabel sistem pengendalian internal (SPI) terhadap akuntabilitas
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kinerja (AK) melalui kualitas laporan keuangan (KL). Yang dilakukan terlebih
dahulu adalah mengetahui hasil pengujian terhadap sistem pengendalian internal
(SPI) terhadap kualitas laporan keuangan (KL), dilanjutkan sistem pengendalian
internal (SPI) terhadap akuntabilitas kinerja (AK), dan kualitas laporan keuangan
(KL) terhadap akuntabilitas kinerja (AK). Hasil dapat dilihat dalam tabel di bawah
ini.
Tabel 4.9.
Perbandingan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung










SPI -> KL 0,374 KL -> AK 0,423
SPI -> KL ->
AK 0,158
Pengaruh Langsung
SPI -> AK 0,610
KL -> AK 0,423
Perbandingan pengaruh langsung dan
tidak langsung






Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, kualitas laporan keuangan
(KL) tidak mampu menjadi perantara pengaruh sistem pengendalian internal (SPI)
terhadap akuntabilitas kinerja (AK). Temuan ini dapat dilihat dari nilai pengaruh
tidak langsung lebih kecil dari pada nilai pengaruh langsung (0,158 < 0,610).
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4.2.3. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)
1. Pengujian Hipotesis 1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Terhadap Akuntabilitas Kinerja (AK)
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh standar
akuntansi pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas kinerja (AK) menunjukkan
nilai koefisien jalur sebesar 0,129 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan standar
akuntansi pemerintah sebesar 1, maka akuntabilitas kinerja akan meningkat
sebesar 0,129 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Nilai T-statistik sebesar 0,739 < T-tabel (1,96) dan P-value (0,460) > 0,05
(Hipotesis 1 ditolak). Hasil ini berarti bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP)
tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja (AK) secara langsung, sehingga
tidak sesuai dengan  hipotesis  pertama yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP)
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja (AK).
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nugraeni (2015) yang
menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja secara langsung. Penelitian ini bertentangan dengan
penelitian yang dilakukan Pamungkas (2012) dan Santoso (2008) yang
menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Dengan demikian SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan persyaratan
yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan
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keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada
peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat dan daerah.
Berdasarkan hasil penelitian ini standar akuntansi pemerintah tidak
berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
tetapi penerapan standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas
kinerja melalui variabel mediasi yaitu kualitas laporan keuangan. Apabila standar
akuntansi pemerintah diterapkan pada penyusunan laporan keuangan, maka
kualitas laporan keuangan akan meningkat sehingga dengan meningkatnya
kualitas laporan keuangan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga
akan meningkat.
2. Pengujian Hipotesis 2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap
Akuntabilitas Kinerja (AK)
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh variabel
sistem pengendalian internal (SPI) terhadap akuntabilitas kinerja (AK)
menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,610, berarti bahwa setiap terjadi
peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1, maka akuntabilitas kinerja
akan meningkat sebesar 0,610 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Nilai T-statistik 2,976 > T-tabel (1,96) dan P-value 0,003 < 0,05.
(Hipotesis 2 diterima). Hasil ini berarti bahwa sistem pengendalian internal (SPI)
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (AK), yang berarti sesuai
dengan hipotesis kedua yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dalam penelitian ini pengaruh sistem pengendalian internal memberikan
77
kontribusi pengaruh yang paling besar terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dibanding variabel yang lainnya. Dengan demikian, sistem
pengendalian internal yang tepat dan sistematis akan membantu menumbuhkan
kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan kepercayaan di masyarakat
umum. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya
suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat
memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian negara. Dengan
diterapkannya sistem pengendalian yang baik akan menciptakan tata
pemerintahan yang baik sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian ini dan didasarkan pada penelitian yang
dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem
pengendalian internal yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Begitupun sebaliknya apabila sistem pengendalian internal buruk
maka akuntabiliitas kinerja juga akan buruk.
3. Pengujian Hipotesis 3 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KL)
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh variabel
standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan (KL)
menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,320 yang berarti bahwa setiap terjadi
peningkatan standar akuntansi pemerintah sebesar 1, maka kualitas laporan
keuangan akan meningkat sebesar 0,320 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Nilai T-statistik 2,188 > T-tabel (1,96). Dan nilai P-value 0,029 < 0,05.
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(Hipotesis 3 diterima). Hasil ini berarti bahwa standar akuntansi pemerintah
(SAP) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (KL)
yang berarti sesuai dengan hipotesis ketiga yaitu penerapan standar akuntansi
pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (KL).
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Azlim
(2012), Udiyanti (2014), Ningtyas (2015) dan Nugraeni (2015) yang menyatakan
bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan standar
akuntansi pemerintahan semakin baik maka semakin berkualitas juga laporan
keuangan pemerintah daerah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah sesuai dengan yang diharapkan memerlukan
peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan/pertanggungjawaban
laporan keuangan pemerintah dalam hal ini adalah Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).
Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah merupakan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif
laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.
Laporan keuangan yang berkualitas akan bermanfaat dan dapat digunakan
pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.
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4. Pengujian Hipotesis 4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan (KL)
Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengaruh sistem
pengendalian internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan (KL)
menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,374 yang berarti bahwa setiap terjadi
peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1, maka kualitas laporan
keuangan akan meningkat sebesar 0,374 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Nilai T-statistik 2,134 > T-tabel (1,96). Dan nilai P-value 0,033 < 0,05.
(Hipotesis 4 diterima). Hasil ini berarti bahwa sistem pengendalian internal (SPI)
memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (KL) yang
berarti sesuai dengan hipotesis keempat yaitu sistem pengendalian internal (SPI)
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (KL). Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2013) dan Udiyanti (2014) yang
menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian ini dan didasarkan pada penelitian yang
dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi
tingkat penerapan sistem pengendalian internal, maka akan semakin tinggi
kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah.
Sistem pengendalian internal dikatakan dapat mempengaruhi kualitas
laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal
maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas.
Tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan
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laporan keuangan sehingga setiap fungsi-fungsi dapat dijalan kan dengan baik dan
meminimalisisr adanya tindakan-tindakan tidak etis yang dapat mempengaruhi
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Pengujian Hipotesis 5 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan (KL) Terhadap
Akuntabilitas Kinerja (AK)
Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa pengaruh variabel
kualitas laporan keuangan (KL) terhadap akuntabilitas kinerja (AK) menunjukkan
nilai koefisien jalur sebesar 0,435 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan
kualitas laporan keuangan sebesar 1, maka akuntabilitas kinerja akan naik sebesar
0,435 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Nilai T-statistik 3,095 > T-tabel (1,96). Dan nilai P-value 0,002 < 0,05
(Hipotesis 5 diterima). Hasil ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan (KL)
memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (AK) yang berarti
sesuai dengan hipotesis kelima yaitu kualitas laporan keuangan (KL) berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja (AK) instansi pemerintah.
Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2012) dan
Nugraeni (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya
laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada peningkatan
akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang telah dibuat.
Suatu laporan keuangan akan berkualitas jika laporan keuangan tersebut dapat
diaudit dan hasil auditnya menunjukkan kesuaian dengan standar akuntansi
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keuangan yang berlaku umum. Kualitas laporan keuangan yang dapat dan telah
diaudit akan dapat meningkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
6. Pengujian Hipotesis 6 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Terhadap Akuntabilitas Kinerja (AK) Melalui Kualitas Laporan Keuangan
(KL)
Pengujian  hipotesis  keenam untuk pengujian pengaruh langsung dan
tidak langsung variabel standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap
akuntabilitas kinerja (AK) melalui kualitas laporan keuangan (KL). Berdasarkan
hasil perhitungan tabel di atas, kualitas laporan keuangan (KL) dapat menjadi
perantara pengaruh variable standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap
akuntabilitas kinerja (AK).
Temuan ini dapat dilihat dari nilai pengaruh tidak langsung lebih besar
dari pada nilai pengaruh langsung (0,135 > 0,129). Berdasarkan hasil pengujian
ini dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui variabel mediasi kualitas laporan
keuangan. Apabila standar akuntansi pemerintah diterapkan pada penyusunan
laporan keuangan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sehingga
dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan maka akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah juga akan meningkat.
7. Pengujian Hipotesis 7 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap
Akuntabilitas Kinerja (AK) Melalui Kualitas Laporan Keuangan (KL)
Pengujian  hipotesis  keenam untuk pengujian pengaruh langsung dan
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tidak langsung variabel sistem pengendalian internal (SPI) terhadap akuntabilitas
kinerja (AK) melalui kualitas laporan keuangan (KL). Berdasarkan hasil
perhitungan tabel di atas, kualitas laporan keuangan (KL) tidak mampu menjadi
perantara pengaruh sistem pengendalian internal (SPI) terhadap akuntabilitas
kinerja (AK).
Temuan ini dapat dilihat dari nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari
pada nilai pengaruh langsung (0,158 < 0,610). Berdasarkan hasil pengujian ini
dapat disimpulkan sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh
penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal
terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dapat disimpulkan:
1. Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Standar akuntansi
pemerintah tidak berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah tetapi penerapan standar akuntansi
pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja melalui variabel
mediasi kualitas laporan keuangan.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja.
3. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan.
4. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan.
5. Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja.
6. Kualitas laporan keuangan dapat menjadi perantara pengaruh variabel
standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja. Apabila
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standar akuntansi pemerintah diterapkan pada penyusunan laporan
keuangan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sehingga
dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan maka akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat.
7. Kualitas laporan keuangan tidak dapat menjadi perantara pengaruh
sistem pengendalianinternal terhadap akuntabilitas kinerja.
5.2. Keterbatasan Penelitian
Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, hasil penelitian ini juga
mengandung beberapa keterbatasan antara lain yaitu:
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya di lingkup
pemerintah kabupaten Klaten sehingga cakupannya kurang luas.
2. Pengukuran hipotesis dari setiap variabel hanya berdasarkan jawaban
atau persepsi dari responden sehingga kadang menimbulkan
perbedaan persepsi atas maksud dan tujuan pernyataan.
5.3. Saran – saran
1. Penelitian pada pemerintah Kabupaten Klaten ini dapat dijadikan
sebagai salah satu acuan dalam menghasilkan pola penegakan
akutabilitas kinerja yang baik bagi instansi pemerintah pada tingkat
Kabupaten/ Kota lainnya. Pola tersebut ditunjukkan oleh dukungan
sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan sebagai
faktor yang relatif dominan dalam menegakkan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, karena akuntabilitas kinerja yang baik relatif sulit
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ditegakkan tanpa adanya sistem pengendalian internal dan laporan
keuangan yang berkualitas.
2. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah menambah cakupan
penelitian dengan menggunakan beberapa pemerintah daerah dalam
satu provinsi atau menggunakan beberapa pemerintah daerah untuk
beberapa provinsi. Selain itu penelitian selanjutnya bisa tetap
menggunakan kuesioner tetapi disertai wawancara dan penggunaan
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Anteseden Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
I. InformasiUmum
Nama :......................................................... (jika tidak keberatan)
JenisKelamin : Laki-laki / perempuan*
Usia : ............................................................................................
Jabatan : ............................................................................................
Unit Kerja : ............................................................................................
Pendidikan : SMA / SMK / D-3 / S-1/ S-2 / S-3*
*coret yang tidakperlu
II. Petunjuk Pengisian Kuesioner
1. Mohon terlebih dahulu Bapak/ Ibu/ Saudara/ i membaca pernyataan
berikut dengan cermat sebelum mengisi.
2. Beritanda centang (√) yang menjadi jawaban pilihan Bapak/ Ibu/ Saudara/
i disalah satu penilaian yang tersedia.
3. Kuesioner ini menggunakan:
Skala likert 5 poin (sesuai dengan kriteria penilaian) sebagai berikut:
Petunjuk penilaian
Sangat setuju (SS) = 5
Setuju (S) = 4
Netral(N) = 3
Tidak setuju (TS) = 2
Sangat tidak setuju (STS) = 1
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III. Pengisian Kuesioner
a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
No Item Pertanyaan STS TS N S SS
1. Saya selalu mencatat pendapatan pada saat
pendapatan sudah diterima di kas daerah
2. Saya selalu mencatat setiap transaksi pada saat
terjadinya transaksi
3. Saya menyajikan laporan keuangan setiap
bulan dan setiap satu tahun sekali
4. Saya hanya menggunakan anggaran belanja
yang tersedia dan telah diotorisasi untuk setiap
transaksi
5. Saya selalu menyajikan semua informasi yang
dibutuhkan dalam laporan keuangan
6. Saya hanya mencatat transaksi yang benar-
benar terjadi
b. Penerapan Sistem Pengendalian Internal
No Item Pertanyaan STS TS N S SS
1. Saya memahami tugas dan kewajiban saya
sebagai staf keuangan dalam menyusun laporan
keuangan
2. Saya hanya melakukan tugas yang sudah
diotorisasi oleh pimpinan
3. Saya selalu melengkapi setiap transaksi yang
terjadi dengan bukti transaksi yang valid dan
sah
4. Saya selalu mendokumentasikan laporan
keuangan baik dalam bentuk cetakan maupun
file di komputer
5. Pencacat uang dan pengotorisasi dilakukan
oleh orang yang berbeda
c. Kualitas Laporan Keuangan
No Item Pertanyaan STS TS N S SS
1. Saya selalu mencatat semua transaksi yang
terjadi untuk disajikan dalam laporan keuangan
2. Saya selalu menyertakan penjelasan yang rinci
dalam setiap informasi laporan keuangan yang
saya sajikan
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3. Saya selalu mencatat transaksi yang terjadi
dengan teliti
4. Saya dapat mempertanggungjawabkan laporan
keuangan yang saya buat
5. Saya selalu menggunakan prinsip akuntansi
yang konsisten dari tahun ke tahun
6. Saya selalu menyajikan laporan keuangan
sesuai dengan bentuk dan bahasa teknis yang
berlaku umum
d. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
No Item Pertanyaan STS TS N S SS
1. Saya tidak memanfaatkan kedudukan saya
untuk kepentingan pribadi
2. Saya selalu mematuhi peraturan yang berlaku
di tempat saya bekerja
3. Saya menyajikan laporan keuangan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah yang
berlaku
4. Saya tidak pernah menunda-nunda pekerjaan
yang diberikan kepada saya
5. Saya selalu melaksanakan tugas sesuai dengan





No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 3 4 3 3 4 2 2 4 2 2 4 4 2 1 1 1 2 2
6 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 5 3 3 3 5 4 5 3
7 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
8 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4
9 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4
10 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4
11 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4
13 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4
14 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5
15 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4
16 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
17 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4
18 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
19 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4
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20 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4
22 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4
24 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
25 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
26 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 5 5 4 4 5 4 2 3 4 4 4
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5
34 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5
35 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
36 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5
37 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
40 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
41 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4
42 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 1
45 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 2
46 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
47 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4
48 2 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
49 2 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
51 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
52 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
53 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 2 5 2 4 5 5 4 4 4
54 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5
55 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
56 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4
57 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4
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Lampiran 3
Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Outer Loading
























AK KL SAP SPI
AK 1,000
KL 0,599 1,000
SAP 0,356 0,546 1,000













AK KL SAP SPI
AK1 0,888 0,402 0,340 0,516
AK2 0,847 0,252 0,250 0,351
AK3 0,834 0,335 0,209 0,252
AK4 0,755 0,465 0,327 0,307
AK5 0,655 0,263 0,117 0,107
KL1 0,400 0,570 0,458 0,480
KL2 0,332 0,838 0,537 0,280
KL3 0,269 0,729 0,284 0,387
KL4 0,392 0,638 0,306 0,383
KL5 0,256 0,660 0,370 0,282
KL6 0,352 0,777 0,220 0,330
SAP1 -0,130 0,084 0,378 0,108
SAP2 0,200 0,412 0,735 0,399
SAP3 0,363 0,370 0,771 0,414
SAP4 0,279 0,372 0,838 0,562
SAP5 0,274 0,512 0,845 0,480
SAP6 0,347 0,488 0,770 0,542
SPI1 0,467 0,309 0,379 0,731
SPI2 0,124 0,414 0,444 0,589
SPI3 0,163 0,322 0,188 0,409
SPI4 0,327 0,348 0,611 0,847

















KL -> AK 0,423 0,420 0,158 2,676 0,008
SAP -> AK 0,129 0,158 0,188 0,739 0,460
SAP -> KL 0,320 0,311 0,146 2,188 0,029
SPI -> AK 0,610 0,575 0,206 2,976 0,003










Bulan Februari Juni Agustus September Oktober November
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan Proposal X
2 Kosultasi X X
3 Maping X X
4 Penyusunan Bab II X X X X
5 Penyusunan Bab I X X X
6 Penyusunan Bab III X X X X X
7 Penyusunan Kuesioner X X X X X
8 Pengumpulan Data X X X
9 Penyusunan Bab IV X X X
10 Penyusunan Bab V X X
11 Penulisan Akhir Naskah
Skripsi X
12 Pendaftaran Munaqasah X
13 Munaqasah X
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